
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah T'ingkat U Kendari 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 'Nomor 
44, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ientang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

a. bahwa dalarn rangka mewujudkan pengelolaan keuangan 
daerah yang ekonornis, efektif, efisien, transparan, dan 
akuntabel sehingga perlu mengubah Peraturan Wall Kora 
Kendari Nomor 77 Tabun 2022 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari 
Tahun Anggaran 2023; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota Kendari tentang Perubahan kedua atas 
Peraturan Wall Kota Kendari Nomor 77 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023; 

WALi KOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat: 

Menimbang: 

PERUB.AHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALi KOTA KENDARI 
NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI 
TAHUN ANGGARAN 2023 

TENT ANG 

WALlKOTA KENDARI 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN WALi KOTA KENDARI 
NOMOR 10 TAHUN 2023 



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua aras Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
201 l tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 t.entang Huhungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta.b 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000 teniang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara 
Reoublik Indonesia Nomor 4575); 

11.. Peraturan Pemerint.ah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pernerintah (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Pcraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 
dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan aias Peraruran Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Admi.nistratif 
Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 



(Lembaran Negara Repub1ik lndonesia Tahun 2023 Nomor 
6, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6847); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 201() tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Namm· 6323); 

1.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tent.ang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nornor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah t.ent.ang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berira Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 5257); 

18. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dacrah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoma.n Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tcntang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

22. Peraruran Menteri Pertanian Nornor 8 Tahun 2023 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 
Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun 
Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 102); 

23. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ 
Kepala Sadan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor l 
Tahun 2023 tentang Pctunjuk Teknis Penggunaan Dana 
Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan 



(1) Anggaran Belanja Operasi sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf a 
di.rencanakan sebesar Rp. l.155.962.827.116,· yang tcrdiri atas: 
a. Bclanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 
d. Belanja hibah; dan 
e. Belanja bantuan sosial 

(2) Belanja pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 672.8] l.975.281,- 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 415.168.929.795,- 

Pasal 8 

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar 
Rp. l .633.822.894.550,- yang terdiri atas : 
a. Belanja Operasi; 
b. Belanja Modal; dan 
c. Belanja Tidak Terduga. 

Pasal 7 

l.. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 77 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari 
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 77) 
diubah sebagai berikut : 

Pasal I 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALi KOTA 
KENDARI NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 
KENDARI TAHUN ANGGARAN 2023 

Menetapkan: 

MEMUTUSKAN : 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63) 
24. Peraturan Daerah Kota Kcndari Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27); 

25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Kendari Tahun Anggaran 2022 (Lernbaran Daerah Kota 
Kendari Tahun 2022 Nomor 5); 



Anggaran belanja ridak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 26.685.673.550,- yang terdiri atas belanja Lidak 
terduga, 

Pasal 10 

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 446.095.381.799,- terdiri atas : 
a. Belanja modal tanah; 
b, Belanja modal pera1atan dan rnesin; 
c. Belanja modal gedung dan bangunan; 
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
e. Belanja modal aset tetap lainnya; 
r. Belanja modal aset lainnya; 

(2) Belanja modal tanah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 26.549.258.507,- 

(3) Belanja modal peralatan dan rnesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 71.559.335.701,- 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp. 128.290.331.082,- 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 212.449.368.659,- 

(6) Belanja modal aset tet.ap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e direncanakan sebesar Rp. 6.152.493.650,- 

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf f 
direncanakan sebesar Rp. 1.094.594.200,- 

Pasal 9 

3. Ketentuan ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Pasal 9 diubah, schingga 
berbunyi sebagai berikut : 

(4) Belanja bunga sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 23.164.642.634,- 

(5) Belanja hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dircncanakan 
sebesar Rp. 44.169.480.687,- 

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp. 647.800.000,- 



Belanja dan Pembiayaan; 

Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Kelompok, .Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 
Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelornpok, 
.Ienis, Ohjek, Rincian Objek, Pendaparan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
Daftar Narna Penerima, Alamat, Penerima dan Besaran 
Hibah; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besa.ran 
Bantuan Sosial; 
Daftar Narna Penerima, Ala.mat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 
Daftar Na.ma Penerima, Ala.mat Pcncrima, dan Bcsaran 
Belanja Bagi Hasil; 
Rincian Dana Otouomi Khusus Menurut Urusan 
Pernerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincia.n Objek Pendapatan 

Lampiran Vil 

Lampiran VI 

Lampiran V 

Lampiran JV 

Lampiran Ill 

Lampiran II 

Perubahan Peraturan Wali Kota ini, selanjutnya dituangkan dalam rancangan 
Perda tentang perubahan APBD. Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercanturn dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 
Kendari ini : 
Lampiran I 

Pasal 15 

6. Keten tuan Larnpiran I dan Larnpiran ll Pasa.1 15 diubah dan disisipkan, 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(1) Anggaran Pernbiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 tcrdiri atas: 
a. Penerimaan Pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran Pernbiayaan 

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
atas Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya 
direncanakan sebesar Rp. 207.786.361.613,- yang bersumber dari 
Penghematan Belanja Barang dan -Jasa 

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri 
atas Pernbayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dircncanakan 
sebesar Rp. 63.063.463.024,- yang bersumber dari Pernbayaran Pinjaman 
Daerah dari Pernerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Ncgeri-Jangka 
Menengah 

Pasal 11 

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR /(J 

DALA 

Diundangkan di Kendari 
J:.ada tanggal i . ~ · 2023 

4 
3 
2 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal 'I - 4 · 2023 

A KENDARI, 

NO. INSTASASl I UNIT KERJA 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Peraturan Wali Kota ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Rincian DBH - SDA Pertambangan Minyak Bumi clan 
Pertambangan gas alam/Tambahan DBH - Minyak dan Bumi 
Mcnurut Urusan Pernerintah Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 
Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut urusan 
Pernerintah Daerah, Organisasi, Program, Sub Kegiatan, 
Kelornpok, .Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pada Daerah 
Perbatasan dalam Rancangan Peraturan. Daerah Tentang 
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan 
Negara; 

Lampiran X 

Larnpiran IX 

Larnpiran VTIJ 
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